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BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI PAWAS UTARA

NOMOR | TAHUN 2621

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021- 20265

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA. f

Menimbang : hahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam

Pasal 246 pyal (11 Undang-Undang Momor 24

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagarnana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Momer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, perlu menelapkan Feraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dasrah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021.

2026:

Mengingat: 1. Fasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar

NeparaRepublik Indonesia Tahun 1945,

2, Undane-Undang Nomor 17 Tahun 20049 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4786|,

sebapaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara

dan Stabilitas Sistem Kebyanpan untuk Penanganan
fandemi Corona Virus Ihsease 2015 f COVIR9
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danjarau dalan Kangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/fatat Stabllias Sistem Keuangan (Lembaran
Mepara Republik Indonesia Tahun 20265 Nomor #7,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 0485):

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sisiem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lebaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421):

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-3025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47001:

». Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Rueng (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Ncmor 68, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomer 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipla Kera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Namor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inctonesia Nomor 6573).

5. Undang-Undang Momor 16 Tahun 2013 tenang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di

Provinsi Sumatera Selaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54291,

7. Undanp-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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10,

dengan Undang-Undang Nomer 94 Tahun 2015

tenianc Perubahan Kedua Atas Undange-Undare
Nomer 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Mamor S8 Tehun 2015, Tambahan Lembaran

Mepara Republik Indonesia Homor 55791:

Feraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional lembaran Negara

Republik Indonesia Tahua 2006 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara BRepiihlik Indonesia

Namor 4564) sebagaimana telah diubah dengan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Fruses Ferencanaan dan

Penganepparan Pembangunan Nasjonal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

10S, Tambahan Lembaran Mepara Republik
Indonesia Nomer 6055).

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Perpawasan
Penyelenggaraan Pemernntahan Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 amor 73,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 60415:

Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019

teniang Pensgelalaan Keuangan Daerah (Lembaran

Megara Repulik Indonesia Tahun 2019 Namor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 6327):

Peraturan Pemerintah Nomer 13 Tahun 2919

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
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13.

14.

15.

17.

Repuhhk Indonesia Tahun 2015 Momor 114,
Tenhahen Lembaran Mesara GKepublik Indonecala

Manor S5Sf91, sebagaimana lah diubah denga
Peraturan Pemerintah Mamar 72 Tahun 2019

tenianp Perubahan alas Peraturan Femenntah
mormor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2195
Nomor 187, Tambahan Lembaran Mepara Republik
lndonesia Nomor pd OR:

Peraruran Pemeintah Nomor 91 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor Jl, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66391.

Peraturan Presiden Momor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2017 Nomor 1361.

Peraturan Presiden Momor 18 Tahun 2020 tentang
Rercara Pembangunan Jangka Menengah Nasiunal

(RPFJUMN) Tahun 2020-2024 lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19,

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentatg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana

Kerja Pemeriniah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 13125

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 18 Tahun

3020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
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dar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Henti Negara Republik Indoncuja Tahun 2026
Mornor 2E8):

TA. Peraturan Dacrah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Kencana Pembangunan Janglo Mencapah Daerah
Provinst Sumatra Selatan Tinhun 2005-2025
ILerbaran Daerah Promnsi Sumatera Selatan
Tahun 2019 Nomor 1):

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumawra Selatan
Momer 1 fahun 2019 Tentang Rencana
Pembengunan Jangka Menengah Provinsi
Surnatera Selatan Tahuo 2019-2023 (Lembaran
Lawrah Provmsi Sumaters Selatan Tahun 2019

Momarl).

20. Peraturan Daerah Namor ? Tahun 2016 tentang
Rencana Fembanginan Jangka Panjang Latrah

Kabupaten Musi Rawas Ulara Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2016 Namor 11:

21. Peraturan Dserah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Musi

Rawas Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah

Kahuparen Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomer

43

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAR RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAH:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021-2025

LM
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BARA!
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalami Peraturan Dacreb ui yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Ula.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawan1
Utara.

3. Bupati adalah Bupan Musi Rawas Utara.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Musi

Rawas Utara.

Badan Perencanan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebul

Papneda adalah Dadan Perencanaari Pembangunan Dacrah

Kabupaten Musi Rawas Utara.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Rawas Ulara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacarah Kabupaten Musi

Rawas Utara yang selanjutnya disinekai RFJML adalah dokumen

5

perencanaan untuk periode $ (ima) Tahun yaitu tahun 2021-7026.

Rencana Strategis Organisasi Perangkal Daerah yang selarju Ony Aa

disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
1.

periode 5 Hima.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD, adalah dokumen perentanaai daerah untuk perode | (satul

Lahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yana aelanjutya disingkat Renja-PD

adalah dokumen perencanaan Ferangkat Daerah untuk penode 1

(satu) tahim.

Lt. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir penode perencanaan.

12. Misi adaftah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akam

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Sirategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatit

untuk mewujudkan visi dan misi.

8.

2
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(4. Tuiuan adalah pernyataan-pernyalhan tentang hal-hal yang periu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan

menjawab isu arrategis daerah dan permasalahan pembangunan
daerah.

15. Sasaran adalah target atau basil yang diharapkandalam sultu

program atau keluaran yang diharapkan dari sualu kegiatan.

16, Strawpi adalah langkah-langkah berisikan programs pro
indikaii

untuk mewujudkan visi dan misi.

17. Kebijakan adalah arah/rindakan yang diambil

daerah untuk mencapai tujuan.

gleh pemretintah

18. Program adalah bentuk matrumen kebijakan yang bensi satu atauP
lebih Kepatan yang dilaksanakan oleh perangkat dasrah Atau

masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemeriniah dasrah untuk

mencapai sasarandan tujuan pembangutan dartah.

19, Kegiatan adalah bagan dari program yang diiaksanakan meh satu

atau beberapa perangkai daerah sebagai bagian gari pencapaian

sasaran lerkur pada suatu program, dan lerdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya, baik yanp herupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan

(eknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 1g

sumber daya tersebut, sebapai masukan linputij antuk menghasilkan

ms

keluaran foutpyil dalam bentuk barang/jasa.

90. Indikator kinerja adalah alat ukut spesiik secara kuanttati

danfatau kualitaif untuk masukan, pr33es, keluaran, hasil,

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan lingkat capaian

lanerja suatu program alau kegalatan.

BAB!
KEDUDUKAN RPJMD

Pasal ?

(li RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah

kabupaten dalam menyelenggarakan dan melaksanakan

pembangunan 5 ilima) tahun.5
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1 BEIMD Tahun 20913R06 Hi

0.

orog taman .
susun berdasarkan msi, mt dar

e .

Mini
pemba an pala Daerah dan pokok-pokok pikiran

3 KR j3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

a. FD dalam menyusun Renstra-PIi:
b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPD.

BAR IH

SISTEMATIKA RP MD

Pasal 3

(1 Dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026,

aebapaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan

yeng lidak terpisahken dari Peraturan Daerah ini,

(LM RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (lh disusun dengan

gistematka sebagai berikut.

BAB | ' Fendahuluan
BAB U : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Baa Ul - Gambaran Keuangan Daerah

BABIY — Permasalahan dan Isu Sbategis Daerah

BAB UV : Yisi, Misi, Tujuan dar Sasaran

BAR NT: Strateri, Arah Kebijakan dan Prngram

Pembangunan Daerah

BAB Ml : Arah Kebijakan Pengembangan Kabupalen

Musi Rawas Utara

BAB VIH : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan

Program Perangkat Daerah

BABIX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

BAB &X : Penutup

BAB IV

PENGENDALIAM DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup

pelaksanaan RPJMD dan Renstra Fb.

8
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(2) Pengendalian H an Ev
dimaksud pada ax:

Basi petnksenaan RPJMD pelupa
yat UP diakukan denpun berpedoman kejantt

ketentuan Peraturan perundAan pan.

BAR V

PERUBAHAN KPU MN

Baar 5

!II) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila
2. hasi pengendalian dan eraluasi menunpikkan Li

dengan adain didi

Yo mela TM adit

ph pake

perumusan, hdak #3uat Mula at

Penrusunan rencana pembangunan atmereat

dalam peraturan perundang Undankan.

b, hasil pengendalian dan evaluasi menunya kan

yang dirumuskan, tidak sesuai dengan pora Luna perancang:

bahwa Muba1

undangan:dan
£. terjodi perubahan yeng mendasar,

terjadinya bencana alam, goncanga politik, krisis
ma wilnyah,

menrakup uan lain

ekonomi,

konitik sosial budaya. ganpsuan keamanan, pemeka

atau perubahan kebijakan nasiennl dan fall
yaitu apabila bertentangan

mere gika

kepengen naananAl
lengan

kehgakan nastona!

(21 Perubahan RPJMD sabagaiman dim

denpan Peraturan Daerah

arubohan yang Indak mendasai

aksud pada aral (Ik ditetapkan

yang bersilni
(1 Dalam hal terjadi Pp

Udak meruhah
perubahan capasin Sasaran Lap

parsial dan/atau
pembangunan KPJMDP, MAKA

rargel pencapaian asian akhi

penetapan perubahan capsian saAsaTan REIMD tersebut ditetapkan

dengan Peraturan Bupati

BAR VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

n

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Natnoe

1 Tahun #15 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dawnl:

Kabupaten Musi Rewas Ula Tahun 2016-2021 Lembaran Daerah

Kabupaten Tahun 2016 Musi Rawas Utara Nomor 1), Sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Talun 2019 tentang

Dipindai dengan CamScanner



Peru
Fera rah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Fentan

Jangka Menen
(Lemai "

Tahun 20919 Noor 3j
An Deeruh Kebupaten usi Hawas Utmra

Tahun Mag Daerah Musi Rawas Via

donut dan din tatakan didik berinku.

Pasal 7

Peratu 0.

. Tab Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diandangkan.BAr SAP Orang mengetahuinya. memerintahkar pengundangan
Peraturan Daereh ini deopan penempatannya dalam Lembaran Dash
Kabupaten Musi Rawas Utara

Oiretapkan di Muara Rupit
pada tanggal & Sepkmibtro— 2021

PATI MUSI RAWAS UTARA,

UHARTUN1

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal bo MA 2621

SE KRETARIS DAERAH
Ada US! RAWAS UTARA,Ig KDRT)

, 7 N 21

Ak! Fi

SETOA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021

NOMOR 4
|

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN. NOMORer

19
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